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WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) peraturan pemerintah

‘ Nomor 64 Tahun 2013, tentang standar akuntansi pemerintah

oo berbasis akrual pada pemerintah daerah, kebijakan akuntansi
pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan
keuangan Dberbasis akrual, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014
tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai, terkait
pengaturan tentang investasi jangka panjang, penyisihan
investasi non permanen dana bergulir, nilai satuan minimum
kapitalisasi aset, dan masa manfaat aset tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai,

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
T Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
it Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

.

4. Peraturan.....




4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

_ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
i diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
wos Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nornor 22 Tahun 2007 tentang
‘ Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah
Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

(. Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka penyusunan laporan
keuangan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota
ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Walikota ini. :
2 Ketentuan....




2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

i
! Pasal II
| Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
- Walikota ini dengan penempatannyea dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA BINJAI,
ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

ELYUZAR SIREGAR
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HURUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KOTA BINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

a. Pendahuluan

1)

3)

Kebijakan Akuntansi

Tujuan Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur
penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi
ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.
Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar

akuntansi pemerintahan.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan
dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas
akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan

daerah.

Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
Pemerintah Kota Binjai yaitu basis akrual. Basis ini mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
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pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar.

Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO,

Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja,

dan Pembiayaan disusun berdasarkan basis kas.

“"Basis Akuntansi | Laporan Keuanhgan -

“Akrual | ; Laporan Operasional (LO)
- Neraca
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kas - Lapo;ahm Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
Laporan Arus Kas (LAK)

4) Definisi
Pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi ini adalah:

- Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan atau

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah
(. » daerah.

Aktivitas Operasi adalah  aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional

pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

- Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan
diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.

- Amortisasi Hutang adalah alokasi sistematis dari. premium
atau diskonto selama umur utang pemerintah daerah.

- Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah pusat atau daerah yang meliputi rencana
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pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu

secara sistematis dalam satu periode.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

rencana Kkeuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang

disetyjui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- Aproriasi adalah APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan

merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota untuk

melakukan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara

kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
nang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainrya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.

Aset Tertentu yang mermenuhi syarat (Qualifying Aset) adalah
aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap
untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan nilai transaksi secara bersih (netto), seperti
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Kebiiakan Akuntansi Kota Binjai

pencatatan atas nilai transaksi penerimaan yang telah

“dikurangi dengan pengeluaran untuk memperoleh penerimaan

dimaksud.

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah daerah dalam
bentuk bantuan uang kepada pemerintah daerah lainnya yang
dituyjukan  untuk pemerataan dan/atau  peningkatan
kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang
diberikan kepada masyarakat guna melindungt dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial. |
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengaki'i pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat !ra:isaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. |

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran kas dan setara kas dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/
barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya,
perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selarna masa manfaat aset Sfang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus
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Kebiiakan Akuntansi Kota Binjai

ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan
peminjaman dana.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah
dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain
vang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh
suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untuk dipergunakan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpin oleh pengguna anggaran/pengguna barang yang
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan satuan kerja perangkat daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri
lebih dari 1 (satu) entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan
keuangan pemerintah daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah deerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Investasi jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama kurang dari
12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
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Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan peme
rintah daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan olen Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan  praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakah aset dan atau
hak usaha yang dimiliki.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan

jumlahnya belum pasti.

- Kewajiban Kontinjensi adalah

a)

kewajiban potensial yang timbul dari  peristiwa masa lalu

dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjaainya atau

tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa
datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu
entitas; atau

kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi

tidak diakui karena :

1. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa
suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan
kewajibannya; atau

2. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara

andal.
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Kebijakan

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi
kerja sebagai penggantian atas biaya-biaya yang tidak termasuk
dalam nilai kontrak.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan
entitas akuntansi lainnya dan mengeliminasi akun-akun timbal
balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan
konsolidasian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang
berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam
hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tuuan atau
penggunaan utama.

Koreksi adalah tindakan pembetuian secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan
entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung
dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan
pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan
masyarakat tertentu.

Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

"~ b) - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan

diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik.
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.
Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau

salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
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penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode ékuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi
tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian
investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha
penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal
investasi.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto
dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang
pemerintah.

Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto
harus diungkapkan.

Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus kas
dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
transaksi operasional non kas, penangguhan (deferral) atau
pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang

lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran

-dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan

pendanaan.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan  atau  nilai  wajar  berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi
pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga
seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan
suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang
independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi
akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
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antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau
tupoksi ‘tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian
suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban,
dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program,
atau kegiatan yang lain.

Otorisasi kredit anggaran (allotment) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi
yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh
uang dari Bendahara Umum ' Daerah guna membiayai
pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstruksi.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun
anggaran berikutnya, vang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah daerah dalam
bentuk wuang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya,
perusahaan  negara/daerah, masyarakat dan  organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta
tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
bendahara umum daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
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bendahara umum daerah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan
entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang periodenya sama
dengan periode tahun anggaran.

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan
utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), iuran askes, Taspen, dan Taperum.
Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi
atau perkembangan lain. Premium adalah jumlah selisih lebih
antara nilai kewajiban saat ini (present value) dengan nilai jatuh
tempo kewaiiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal
lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual darn/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya
mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak
perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk.
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat
peraturan perundang- undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditamﬁilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin

terjadi dan  berada diluar kendali atau pengaruh entitas

bersangkutan.
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Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

- Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan
debitur untuk memeodifikasi syarat-syarat perjanjian utang
dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

- Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

- Saldo anggaran lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi
'SiLPA/SiKPA  tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

- Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata
uang asing kerupiah pada kurs yang berbeda.

- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
vang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan
‘belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

- Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu
biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan
dapat dijangkau oleh masyarakat.

- Surat perbendaharaan Negara adalah surat utang Negara yang
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan -
pembayaran bunga secara diskonto.

- Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

- Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/
kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu
periode pelaporan. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara
pendapatan-LO dan beban sezlama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan

| pos luar biasa.

- Surplus/defisit-LRA  adalah  selisih  lebih/kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.
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- Termin (progressbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk

pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah
- dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

- Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

- Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidak
mampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya
sesuai jadwal.

- Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

- Untung/rugi penjualan aset merupakan selisih antara nilai buku
aset dengan harga jual aset.

- Utarg transfer adaiah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran  kepada | entitas lain sebagai

akibat ketentuan perundang uindangan.

. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota

Binjai adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

~ pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1} Menyediakan inforrnasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Binjai,
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Biniai;

- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggaran yang ditetapkan;

5) Menyediakan  informasi mengenai cara entitas pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;dan
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7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemarnpuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai
dergan anggaran; dan
2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

‘menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1) Aset;

2) Kewajiban;

3) Ekuitas;

4) Pendapatan-LRA;

K 5) Belanja;

6) Transfer;

7) Pembiayaan;

8) Saldo Anggaran Lebih;
9) Pendapatan-LO;
10)Beban; dan

ll)Aru.s Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih
diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan,
untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas

suatu entitas pelaporan selama satu periode.

. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelapeoran keuangan Pemerintah Kota

Binjai merupakan anggapsn yang berterima sebagai suatu kebenaran

“tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan,

yang terdiri dari 3 asumsi dasar yaitu:

1) Kemandirian Entitas
Asumsi ini menyatakan bahwa unit pemerintahan daerah sebagai
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit
yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

% goaed Ve e o Am T e R e T R S e N e S A e e e
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Indikasi terpenuhinya asumsi ini diantaranya adalah adanya
kewenangan  entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar
neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
utang piutang yang terjadi akibat perbuatan keputusan entitas,
serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
2) Kesinambungan Entitas
Asumsi ini menyatakan bahwa Pemerintah Kota Binjai akan
berlanjut terus keberadaannya dan tidak bermaksud untuk
melakukan likuidasi.
. 3) Keterukuran Dalam Satuan Mata Uang

(:: Asumsi ini menyatakan bahwa Pemerintah Kota Binjai dalam

menyajikan laporan Keuangannya harus dapat dinilai dengan

satuan mata uang. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisis

dan psngukuran dalarm akuntansi.

. Satuan mata uang vang digunakan adalah Rupiah.

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
1) Relevan

Karakteristik ini dimaksudkan semua informasi yang termuat

cdalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan

pengguna laporan dengan membantu mengevaluasi peristiwa
-, masa lalu, masa kini atau masa depan yang dapat dihubungkan
&T’/ dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan harus :

a) Memiliki manfaat Umpan Balik (feedback Value), memuat
informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk
menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), memuat
informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk
memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa
lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (Timelines), laporan keuangan disajikan tepat
waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk
pengambilan keputusan pengguna laporan.

d) Lengkap (Completeness), memuat informasi yang selengkap
mungkin maksudnya mencakup semua informasi akuhtansi

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna
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2)

laporan, penjelasan rinci atas informasi utama harus
diungkapkan agar kekeliruan dalam penggunaan informasi
dapat dicegah.
Handal
Karakteristik ini mengharuskan inforrnasi bebas dari pengertian
yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi, yaitu memenuhi

persyaratan.:

a) Penyajian Yarg Jujur
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai harus memuat
informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (Verifiability)
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai harus memuat
informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan
lebih dari sexali atau oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus
tetap menunjukkan simpulan yang ticak jauh berbeda.

c) Netralitas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai harus memuat

informasi untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak biasa
pada kebutuhan pihak tertentu atau menguntungkan pihak
tertentu.
Dapat Dibandingkan
Karakteristik ini mengharuskan informasi dapat dibandingkan
dengan periode sebelumnya atau informasi dari Pemerintah Kota
Binjai lainnya baik secara internal maupun eksternal. Hal
tersebut dapat dilakukan bila Pemerintah Kota Binjai
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke
tahun.
Dapat Dipahami
Karakteristik ini mengharuskan informasi dapat dipahami oleh
pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi

Pemerintah Kota Binjai serta adanya kemauan pengguna laporan

untuk mempelajari informasi dimaksud.
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e. Kendala Informasi Akuntansi Yang relevan dan Handal
Kendala informasi akuntansi adalah suatu keadaan yang tidak
mermungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan
Informasi Akuntansi Yang relevan dan Handal karena keterbatasan

(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Hal tersebut

adalah

1) Materialitas
Laporan Keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang
memenuhi kriteria materialitas, maksudnya informasi tersebut
dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil
atas dasar laporan keuangan.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi
biaya penyusunannya bukan sebaliknya, sehingga evaluasi
biaya dan manfaat merupakan pfoses pertimbangan yang
‘substansial.

3) Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif
Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang
tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan
dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah, utamanya antara
relevansi dan keandalan penentuan tingkat kepentingan antara
dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah

pertimbangan profesional.

f. Prinsip Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan
1) Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk
memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas vang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kota Binjai.

Nilai ini lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi, dalam hal tidak
terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau

kewajiban terkait.
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Realisasi

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun

- oleh Pemerintah Kota Binjai, maka belanja dan pendapatan

- 3)

TR A AR RSN

4)

et

Kehiiakan Akuntansi Kota Biniai

basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas.

Substansi mengungguli Bentuk

Untuk menyajikan informasi yang wajar atas transaksi
maupun peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka hal
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekoncmi, bukan hanya aspek formalitasnya,
apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka harus
diungkapkan delam Catatan atas Laporan Keuangan.
Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya
dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah
Tahunan (tahun takwim/Januari-Desember), namun periode
yang lebih singkat dianjurkan.

Konsistenst

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian
yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Metode
akuntansi dapat diubah dengan syarat metode yang baru
tersebut mampu memberikan informasi yang lebih baik
dibandingkan metode lama selanjutnya pengaruh perubahan
metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pengungkapan Yang Lengkap

Laporan Keuangan harus menyajikan secara leangkap informasi
yvang dibutuhkan oleh pengguna, yang dapat ditempatkan
pada lembar muka laporan atau dicatatan atas laporan
keuangan.

Penyajian Yang Wajar

Dalam rangka penyaji&n yang wajar, pertimbangan sehat dan
kehati-hatian diperlukan bagi penyusun laporan keuangan
ketika membuat prakiraan dalam kondisi ketidak pastian
peristiwa dan keadaan tertentu sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan

terlalu rendah.
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Ketidak pastian tersebut diakui dengan mengungkapkan

hakikat serta tingkatnya dalam menyusun laporan keuangan.
g. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary
report) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi

sebaga1 berikut:

: Kategon :;, Laporan Keuangan
“ Laporan Laporan Real1sas1 Anggaran (LRA)
Pelaksanaan :
Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
‘ (LPSAL)
Laporan Finansial Laporan Operasional (LO)
Neraca

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan
oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang hanya disajikan oleh entitas
pelaporan (SKPKD).

h. Struktur dan Isi
1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan Kkegiatan
keuangan Pemerintah Kota Binjai yang menunjukkan ketaatan
terhadap APBD. Yang disajikan dalam bentuk ikhtisar sumber,
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola
oleh Pemerintah Kota Binjai. Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan  perbandingan antara anggaran dengan
recalisasinya dalam satu periode pelaporan (Tahun Takwim/
Januari-Desember) dan menyajikan urisur-unsur sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA;

) Belanja;

o

O

) Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;

2

e) Pembiayaan;dan

f) Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran.
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Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-
LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening
jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan
Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pada laporan entitas pelaporan, Kklasifikasi belanja menurut
organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas

laporan keuangan.

Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam
format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010
tentang”™ Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan
keuangan pokok dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri No
13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang

' (‘“\ Perubahan Kedva Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun

iy

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan
tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih

(kurang) pembiayaan daerah.
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PEMERINTAH KOTA BINJAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA] DENGAN 31 DESEMBER....

Dalam Rupiah)

Nomor Urai . Anggaran | Realisasi % | Realisasi
Urut raian 20X1 20X1 20X0

Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi
daerah ]
1.1.3 Pendapatan hasil
pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan
114 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

—|alala
Afaa{a
| —

Jumiah

2.1 Belanja Operasi

211 Belanja Pegawai

222 Belanja Barang dan Jasa
2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
22.3 Belanja Gedung dan
Bangunan

224 Belanja Jalan,lrigasi dan
Jaringan ‘
2.2.5 Belania Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Jumlah
Surplus / (Defisit)

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan
format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

lampiran.
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PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

_(Dalam Rupiah)

. Anggaran | Realisasi Realisasi
NO Uraian 20X1 201 | %) | 20x0
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelclaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 Pendapatan Asli Daerah
Lainnya
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.21.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
{Sumber Daya Alam)
1.21.3 Dana Alokasi Umum
1.21.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1232 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.4.1 Pendapatan Hibah
1.4.2 Pendapatan Dana Darurat
1.4.3 Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
‘ 2 Belanja
2.1 Eelanja Operasi
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.2 Belanja Barang
2.1.3 Bunga
214 Subsidi
2.1.5 Hibah
2.1.6 Bantuan Sosial
2.2 Belanja Modal
2.2 Belanja Tanah
222 Belania Peralatan dan Mesin
223 Belanja Gedung dan
Bangunan
Vohiinlran Alruntanci Kata Riniai Page 21
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Kaliislan A

. Anggaran | Realisasi Realisasi
NO Uraian 20X1 20X1 | (%) | 20%0
22.4 Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
2.2.5 Belanja Aset Tetep Lainnya
226 Belanja Aset Lainnya
2.3 Belanja Tidak Terduga
2.31 Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
2.4 Transfer
241 Bagi Hasil Retribusi
242 Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya
Jumlah Transfer
SURPLUS / (DEFISIT)
3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
.31.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pzmberian
Pinjaman Daerah
3.1.6 Penerimazn Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.22 Penyertaan Modal {Investasi)
Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAN NETO
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan Saldo
komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai

berikut:

Saldo Anggaran Lebih awal,

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

Koreksi kesalahan pembukuan talun sebelumnya;

Lain-lain; dan
Saldo Anggaran Lebih akhir.

Anggaran Lebih

se€cara




Di samping itu, Pemerintah Kota Binjai menyajikan rincian
lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah

Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan

keuangan konsoclidasian menyajikan format Laporan Saldo
Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER....

No
Urut URAIAN 20X0 20X1
1. | Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldc Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan
5.+ | Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Binjai

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (31

. Desember). Pemerintah Kota Binjai mengklasifikasikan asetnya

T

Kebijakan Akuntansi K

dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan
dengan format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011. Sedangkan
neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan

dengan format PP Nc 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format
Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Permendagri No 21/2011 sebagai lampiran.
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PEMERINTAH KOTA BINJAI
NERACA SKPD ......

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
(dalam rupiah)

T Kenaikan
(Penurunan)

Tahun n Tahun n-1 Jumlah %

Jumliah

Uraian

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD

Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang PAD Lainnya

- Piutang lain-lain

Persediaan
Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material/Bahan
Persediaan Benda Pos
Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan Pokok

Jumiah

ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Tidak .
Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor
Alat-alat Angkutan Udara
Alat-alat Bengkel
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Komputer
Meubelair
Peralatan Dapur
Penghias Ruangan Rumah Tangga
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboratorium
Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Gedung dan bangunan
Cedung Kantor
Gedung Rumah Jabatan
Gedung Rumah Dinas
Gedung Gudang
Bangunan Bersejarah

Bangunan Monumen




Kenaikan

Uraian Jumlah (Penurunan)
Tahunn Tahunn-1 | Jumlah %
Jalan, Jaringan, dan Insialasi
Jalan
Jembatan
Jaringan Air

Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
Kota

Instalasi Listrik dan Telepon

Aset Tetap Lainnya

Buku dan Kepustakaan

Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan

Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah

ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Di Muka

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah
EKUITAS
Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

PEMERINTAH KOTA BINJAI

NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di BLUD

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Kabiisloan Aluntanc Kota Riniai




Kohi

Uraian

20X1

20X0

Piutang Retribusi dan PAD lainnya

" Piutang Dana Perimbangan

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepada PPerusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen

Pinjaman kepada Perusahaar Negara

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainriya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET _AINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Gaji Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumiah Aset Lainnya

JUMLAH ASE
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Uraian 20X1 20X0

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — Pemerintah
Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — Pemerintah
Daerah

Lainnya

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — Lembaga
Keuangan

Bukan Bank

Bagian l_ancar Utang Dalam Negeri — Obligasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumiah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri — Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

Utang Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bank

Utang Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Utang dalam Negeri — Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4) Llaporan Operasional

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari
siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle)
sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, dan  neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
" Pemerintah Kota Binjai untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintalhian dalam satu periode pelaporan dengan pos-pos

sebagai berikut :
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a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

¢) Transfer

d) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
e) Pos luar biasa;dan

f) Surplus/defisit LO.

Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub
jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut
diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih
lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan. |

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan
menurut Klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi
organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut
ketentuan perundangan yang berlaku, disgjikan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan
klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu

berdasarkan jenis.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaarn, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi
aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan
informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk
menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan
setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang

terdlrl darl satu &tau leblh entitas akuntans1 atau satuan
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organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan Pemerintah daerah.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan
arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi
perbendaharaan, dalam hal ini PPKD untuk digabungkan menjadi
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas
operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini
mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan
pengeluaran kas bruto.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Aliran Kas terdiri
dari penerimaan dan pengeluaran kas yaitu :

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum daerah atau Entitas Pemerintah.
b) Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari

Bendahara Umum Daerah atau Entitas Pemerintah.

Pemerintah Kota Binjai
Laporen Arus Kas

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO

URAIAN 20X1 | 20X0

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk

Pendapatan Pajak Daerah

EINFM I

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d16)

Arus Kas Keluar
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NO URAIAN 20X1 | 20X0
20 Belanja Barang
21 Bunga
22 Subsidi
23 Hibah
24 Bantuan Sosial
25 Belanja Tak Terduga
26 Bagi Hasil Pajak
27 Bagi Hasil Retribusi
28 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
29 Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 28)
' Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
30 (17-29)
31 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
32 Arus Kas Masuk
33 Pendapatan Penjualan Tanah
34 Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
35 Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan
36 Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
37 Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya
38 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya
39 | Jurnlah Arus Kas Masuk (33 s/d 38)
40 Arus Kas Keluar
41 Belanja Tanah
42 Belanja Peralatan dan Mesin
43 Belanja Gedung dan Bangunan
44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
45 Belanja Aset Tetap Lainnya
46 Belanja Aset Lainnya
47 Jumlah Arus Kas Keluar (41 s/d 46)
Arus Kas Bersih dari Investasi Aset Non
48 Keuangan (39-47)
49 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
50 Arus Kas Masuk
51 Pencairan dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
52 Dipisahkan
53 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah
54 Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
55 Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non
56 Bank
- 57 Pinjaman Dalam Negeri — Lainnya
Penerimaan kembali Finjaman Perusahaan
58 Daerah
59 Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan

e T e o
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NO

URAJAN

20X1 | 20X0

Negara

60

Jumlal. Arus Kas Masuk (51 s/d 59)

61

Arus Kas Keluar

62

Pembentukan Dana Cadangan

63

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Pemerintah Pusat

65

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
pemerintah Daerah Lainnya

66

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank

67

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Non Bank

68

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lainnya

69

Pemberian Pirjaman kepada Perusahaan Negara

70

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

71

Jumlah Arus Kas Keluar (€2 s/d 70)

72

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pembiayaan (60-72)

73

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

74

Arus Kas Masuk

75

Penerimaan PFK

76

Jumlah Arus Kas Masuk

77

Arus Kas Keluar

78

Pengeluaran PFK

79

Jumlah Arus Kas Keluar

80

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris (76-79)

81

Kenaikan /Penurunan Kas (30+48+72+80)

82

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara
Pengeluaran

83

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara
Pengeluaran (81+82)

Saldo Kas di neraca terdiri dari :

84

Kas di Kas Daerah

85

Kas di Bendahara Pengeluaran

86

Kas di Bendahara Penerimaan

87

Kas
BLUD

Jumlah Saldo Kas di Neraca (84 s/d 87)

Wahiialran Alr

Y e N T D N o P e T e FR

nntanci Knta Riniai

Page 31




\“\7:/ /

o)

Y rhiialzan Alrnintanci Kata Riniai

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dengah pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal,;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

mendasar, seperti:
(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode sebelumnya;

(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

antara lain adalah:

a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian  penting
lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan; dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
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Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan FEkuitas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam
Catatan atas Leaporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan

atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuang:in;

b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan
pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;dan

c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memaharni laporan keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan
beban sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui adalah :

a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadiar atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari,
atau masuk ke dalam entitas yang bersangkutan.

b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestimasi derigan andal. Dalam menentukan
apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan perlu
dipertimbangkan aspek materialitas, "

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya atau

didasarkan pada hasil estimasi yang layak, bila tidak dapat dilakukan juga

maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau penundaan

.pengakuan suatu pos sampai setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa

atau keadaan lain dimasa datang.

a. Aset
1) Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan,

termasuk seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

(UYHD) / Uang Persediaan (UP) yang belum dlpertanggung]awabkan




dan kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum
disetorkan hingga tanggal neraca.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah yang dikuasai, dikelola dan
dibawah tanggungjawab BUD, maupun Kas yang dikuasai, dikelola
dan dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan, dan Bendahara
Pengeluarall dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan
investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan
menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal

perolekannya.

Pengakuan

Kas diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan oleh/dari

bendahara/rekening kas Umum daerah.

Pengukuran
Dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya,
apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

“Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan

kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Pengungkapan/Penyajian

Pengungkapan kas di catatan atas laporan keuangan harus
menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan
menunjukkan asal usul kas.

[lustrasi pengungkapan:

Kas Terdiri dari :

Kas sejumlah Rp.......
"~ Kas di BUD Rp......
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.......
Kas Di Bendahara Penerimaan Rp......
Kas di BUD sejumlak Rp...... merupakan kas yang berada di

- rekening Pemerintah Kota Einjai pada bank pembangunan daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp........ merupakan sisa

"UYHD yang belum disetorkan ke BUD pada akhir tahun anggafan.




2) Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampei
dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
Investasi jangka pendek dapat berupa:
a) Deposito;
b) Surat Utang Negara (SUN);
c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjual belikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan

sampai dengan 12 bulan.

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah

e,

s’ daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul

kebutuhan kas.
c. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan
- sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka

waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara

Kas.
Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi

dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan
dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu
mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan
bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama
kali.

b. Nilai perolehan atai nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti
transaksi yang raenyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
Jika transaksi tidak dapat diukur Dberdasarkan bukti
perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat
dilakukan. )
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Pengukuran Dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak
memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai
tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat
diuraikan sebagai berikut:

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi
jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga
transaksi investasi ditarabah komisi perantara jual beli, jasa
bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai
wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga
pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi
jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan

dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode

sebagai berikut:

a. Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar
biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya

investasi pada badan ussha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah
daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah
atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase
kepemilikan pemerintalh daerah setelah tanggal perolehan. Bagian
laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen
yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai
investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta

esing serta revaluasi (penilaian kembali) aset tetap.
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c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi
pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi
setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak

dapat diterima kembeli.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b.Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non
permanen;

c. Perubahan harga pasar;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab
penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya;

f. Perubahan pos investasi.

3) Piutang

Merupakan jumlah uang yang wajib diterima oleh Pemerintah
Kota Binjai dan/atau hak pemerintah Kota Binjai yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

Pengakuan

Piutang diakui saat munculnya hak Pemerintah Kota Binjai yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau akibat lainnya yang sah, dengan kriteria:

a) Telah Diterbitkan surat ketetapan; atau

b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan; atau

c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

d) Piutang yang diserahkan kepada badan piutang dan lelang

Negara dicatat pada SKPD Bersangkutan.
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Piutang transfer diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
sampai dengan akhir tanun Pemerintah Pusat belum
menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum
ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah
penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan‘, misalnya
tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak
tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil

realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah

penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun
anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum
dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan

dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR,
harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/
Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan ba‘ihwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar
pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang
dipersamakan rrierupakan surat keterangan tentang pengakuan
bahwa kerugian tersehut menjadi tanggung jawab seseorang dan
bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat

ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai nominal dengan kriteria:

a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan;
atau

b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value).
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Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap

piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan
penyisihan.

Penyisihan Piutang

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai

berikut:

a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah
perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,
commitment fee den atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,
denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode
berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir
periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan
edanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus
dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang dipersyaratkar dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa
yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode
pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka
yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima

~sampal dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima,
dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah
Pusat ke kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah

diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Page 39



Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan -pengakuan yang

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua
belas)
penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan

bulan ke depan Dberdasarkan surat ketentuan

dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap
Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan mnilai nominal
tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangl penyisihan
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (write-off] dan
penghapus bukuan (write down).
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable valuej, vaitu selisih antara nilai nominal piutang
dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan

klasifikasi sebagai berikut:

Kualitas Piutang Lancar;
Kualitas Piutang Kurang Lancar;

Kualitas Piutang Diragukan;

P o T op

Kualitas Piutang Macet.
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui
estimasi berdasarkan wumur piutang (aging schedule). Piutang
dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik
dalam menetapkarn uraur maupun penentuan besaran yang akan

disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel
Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang

Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

UMUR PIUTANG
) Lancar | Kurang 'Diraguk Macet
Jenis Os/d 1| Lancar |an3 s/d >5
No Tahun [1s/d 3 S Tahun
Piutang 0 % Tahun | Tahun | 100%
10% 50%
1| Piutang Pajak Hotel 0 % 10% | 50 % | 100 %

finlran Alvintanci Kata Riniai
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' 2| Piutang Pajak Restoran 0% | 10% | 50% | 100 %
3| Piutang Pajak Hiburan 0 % 10 % 50% | 100 %
4| Piutang Pajak Reklame C % 10 % 50 % | 100 %
5| Piutang Pajak Penerangan Jalan 0 % 10 % 50% | 100 %
6| Piutang Pajak Parkir 0 % 10 % 50 % | 100 %
7| Piutang Pajak Air Bawah Tanah 0 % 10 % 50 % | 100 %
8| Piutang BPHTB : 0 % 10 % 50% | 100 %
9| Piutang PBB 0 % 10 % 50% | 100 %
10| Piutang Retribusi Jasa Umum 0 % 10 % 50% | 100 %
11| Piutang Retribusi Jasa Usaha 0 % 10 % 50% | 100 %
12| Piutang Retribusi Perizinan tertentu| 0 % 10 % 50 % | 100 %
13| Piutang Lain-lain : 0 % 10 % 50 % | 100 %

Yang dimaksud piutang lain-lain adalah selain piutang pajak dan
piutang retribusi yang terdiri dari:

1. Piutang Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi;
Z. Piutang Bunga Dana Bergulir;

3. Piutang Dana Transfer dari Pemerintah Pusat;

4. Piutang Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara;

o. Piutang lain-lainnya.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun, baru
dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir
periode pelaporan, zpabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihitung nilai penyvisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan
kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan,
maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaien cukup
diungkapkan di dalam CalK, namun bila kualitas piutang
menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka
yang seherusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal
Penghapusan Piutang

Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak
dari pembukuan Pemerintah Kota Binjai, kecuali untuk piutang
daerah yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam undang-
undang.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan
piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih daerah

dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan
sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang
dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan
cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu
sehingga tagihan tersebut selesai/luneas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara pernghapus tagihan (write-off] dan penghapus

bukuan (write down).
Penghapus bukuar piutang adalah kebijakan intern manajemen,

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar
nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable
valuenya.

Penghapus bukuan piutang tidak -secara otomatis menghapus
kegiatan penagihan »iutang dan hanya dimaksudkan berarti
pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi
ekstrakomptabel.

- Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus
tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan
berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk
menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara
merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus
bukuan.

Kriteria penghapus bukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a. Penghapus bukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar

daripada kerugian penghapus bukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan

entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang

penurunan ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk

mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapus bukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila
perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil

keputusan penghapus bukuan.

c. Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas
tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata
dan =&ztau hapus buku (write off). Pengambil keputusan

penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak

ok,
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berinisiatif], berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus
bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan

analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai
kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan
hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan

ckonomik.

Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang
berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan
kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap
mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa

penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme

- penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen

atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus
tagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5 milyar
oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp. 5 milyar oleh

Walikota dengan persetujuan DPRD

Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya

adalah sebagai berigut:

a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang kepada negara,untuk menolong pihak berutang dari
keterpurukan yang lebih dalam. Nﬂsalnya kredit UKM yang

tidak mampu membayar.

- b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,

membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh

dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih,
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi

pihak tertagih.

d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang,

misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi
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menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif

bunga kredit.

e. Penghapus tagihan setelah semua ancangan dan cara lain
gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet
dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak

piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan
dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum
pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off

di negara lain.

g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan,
kecuali cacat hukum. Penghapus buku (writedown maupun
write off] masuk esktra komptabel dengan beberapa sebab
misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur
menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut
mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif

intrakorntabel.

Pengungkapan

Penyajian Piutang di CaLK harus menunjukkan posisi piutang
pada tanggal laporan keuangén dan menunjukkan asal usul
piutang.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat

berupa:

-a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,

pengakuan dan pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui

tingkat kolektibilitasnya,
c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penghapus buku piutang harus diungkapkan secara cukup

dalam Catatan atas lLaporan Keuangan agar lebih informatif.
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Informasi yang perlu diungkapkan misalaya jenis piutang, nama
debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan
penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus buku dan
penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku,
ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya
maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada
periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan
Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) Persediaan

Merupakan aset lancar yang berwujud dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintall dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
handal.

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. |

c. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan
dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Persediaan dinilai sebesar:

a. Biaya perolenan apabila diperoleh dengan pembelian
Termasuk komponen biaya perolehan adalah harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya
vang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan, sedangkan potongan harga, rabat, dan lainnya
yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Termasuk komponen biaya standar adalah biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya
tidak langsung yang dialokasikan secara  sistematis

berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat

penyusunan rencana kerja dan anggaran.

s s
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c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/hibah.

Meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan b.erkeinginan melakukar. transaksi
wajar. | |

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya
continues dan mernbutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-
obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan
setia. pada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga
nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

- b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit
diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode
ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan.
Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakuken stock

opname pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out).
Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan
menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.
Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga

pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan méliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

b.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan
meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yvang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi. Harga,/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar

(arm length transaction).
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Pengungkapan
Pengungkapan persediaan di CaLK harus menunjukkan:
a. Kebijakaan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan.

b. Penjelasan lebih  lanjut tentang rincian  persediaan

bersangkutan
c. Jenis, Jumlah, dan nilai persediaan dalam ko:ndisi rusak atau

usang.

Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau
manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya penanaman

investasinya yaitu:

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksud kan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

2. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimasukkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang dimaksud Dberkelanjutan adalah investasi yang
dimaksudkan wuntuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan
pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi

yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adélah
investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi
untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan
dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan

kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa,;

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara,
daerah, badan international dan badan usaha lainnya yang

bukan milik Negara;

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.
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Investasi non permanen yang dilakukan pemerintah antara lain

dapat berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh

temponya oleh pemerintah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat

dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir kepada

kelompok masyrakat;

d) Investasi non permanent lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan
untuk penyehatan /penyelamatan perekonomian. '

Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah

satu kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai (reliable).

Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi adalah sebagai berikut:

a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,
antsra lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen
tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat
sebagai pendapatan.

b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari
penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi. Sedangkan apabila menggunakan metoda ekuitas,
tagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh
pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan
rnengurangi nilai Investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk

saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi

pemerintah.
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Pengukuran

Pengukuran investasi sebagai berikut:

a

d.

Sebesar biaya perolehan

Investasi jangka pendek dealam bentuk surat berharga,
misalnya saham dan obiligasi jangka pendek dicatat sebesar
biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan
biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian
obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak
untuk  dimiliki  berkelanjutan, dinilai sebesar nilai
perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya
penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran
aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh
pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

Sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang
dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang
demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan
nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran
aset pemerintah meaka nilai investasi yang diperoleh
pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tesebut jika
harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggéd perolehan yaitu sebesar harga pasar.
Sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai

nominal deposito tersebut.

Sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya
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Investas: yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat

dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar

lainnya.

Apabila tidek ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang

diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk

memperoleh investasi tersebut.

Investasi non perrnanen dalam bentuk penanaman modal

diproyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR)

dirilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalamm penilaian investasi jangka panjang

dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi jangka panjang tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak
mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.Penghasilan tersebut
diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian lakba atas
penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan).

b) Metode ekuitas
Pada metode ini, Pemerintah Kota Binjai mencatat investasi
awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi
sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk
saham yang diterima  pemerintah akan  mengurangi
nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai
pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan
mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Binjai.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metoce nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang

akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
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Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria

sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan
menggunakan metode ekuitas;

b) Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas;

dan

c) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode

nilai bersih yang direalisasikan.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan,
pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain
sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan
nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada
keuntungan/rugi  pelepasan  investasi. Keuntungan/rugi

pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan,

pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.

b.Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang.

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut.

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya. |

f. Perubahan pos investasi.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

a. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang

kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan
pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap

saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih

beredar (outstanding)

b. Penyisihan investasi non  permanen dana  bergulir

diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama

dengan periode timbulnya investasi non permanen dana

bergulir.
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c. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak
tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen

dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai

berikut:
Umur Dana Persentase
No Kategori Kualitas
Bergulir Penyisihan
Dapat ditagih < 1 Tahun Lancar 25 %
2 Memungkinkan 1s/d2 Kurang 50 o
dapat ditagih Tahun Lancar ’
3 Diragukan dapat 2s/d3 Ragu- s
ditagih Tahun ragu
4 Tidak dapat
o >4 Tahun Macet 100 %
ditagih

d. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca
disajikan sebagai wunsur pengurang dari investasi non
permeanen dana bergulir yang bersangkutan

e. Dalam hal terjadi diluar kondisi normal seperti debitur
meninggal dunia, pailit dan hal-hal lainnya yang
mengakibatkan  debitur dana  bergulir tidak  dapat
menyelesaikan kewajiban maka dalam aging schedule dapat
dikategorikan scbagai tidak dapat ditagih dengan kualitas dana
bergulir macet, maka apabila kualitas dana bergulir macet
atau sudah lebih 4 (empat) tahun maka dapat dihapuskan
melalui ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan yang berlaku

sama dengan cara penghapué bukuan piutang.

6) Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adalah sebagai berikut:

a Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;
¢. Gedung dan Bangunan,
d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya,;

f. Konstruksi dalarn Pengerjaan.
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Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipékai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalamn kegiatan
operasional pemerintah dan daiam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektrcnik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

- yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
. pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat:

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan

+ belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa

" depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria
sebagai berikut:

. Berwujud;

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Nilai Rupial. pembelian barang material atau pengeluaran untuk

e S I o Y ST © M

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah citetapkan.
Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta

kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan

pada saat realisasi belanja modal.
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Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat
ekoniomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut,
baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional
pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau
penghematan belarja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan
akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut
akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini
biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima

entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat

dialkui.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum
didukung dengan bukti secara hukurn dikarenakan masih adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah
yang masih harus disclesaikan broses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset
tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran

dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya

Pengukuran
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

‘maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan

a) Biaya Perclehan
Aset tetap dinilai dengan biaya perclehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan  tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar

pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap

untuk dipergunakan.
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Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang
dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan

berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut :

- Contoh Tabel Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset

Tetap

[y

Tanah ‘ Harga .‘ A;-Jlerlr;-l-eh”a-m_ “ atau biaya

5 pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh

hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dll.

| Pembelian, biaya Jf)—e“ﬁgangkutan, biaya;

Peralatan dan

Mesin i instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut
siap digunakan

Gedung dan Harga pembelian atau biaya konstruksi, |

Bangunan termasuk biaya pengurusan IMB,
notaris, dan pajak

I

Jalan, Jaringan, dan Biaya perolehan atau biaya konstruksi

g’Instalasi | dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai

Aset Tetap Lainnya Seluruh biayéﬁygng dikeluarkan untuk

memperoleh aset tersebut sampai siap

pakai

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-

masing aset yang bersangkutan.
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Biaya  perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara

swakelola meliputi:

(1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;

(2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan;
dan

(3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakén
Pemerintah Kota Binjai mengenai ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset
Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset
Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset
Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset merupakan
pengeluaran baru dan nilai pengeluaran dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi setelah
perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
penambahan, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja,
harus ditambah (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang
bersengkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per
satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang
sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah).

Nilai Sestuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
dikecualikan terhadap perngeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk
proses belajar mengajar.

Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan

jenisnya ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan
Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai

berikut:




c)

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara :
(a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
(b) bertambah umur ekonomis, dan/atauy;
(c) bertambah volume, dan/atau;
(

d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap
tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan
minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum
kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan
gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk
masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat
aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan

operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,
melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya

tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang diguriakan adalah metode garis lurus

dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut.

Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi

Masa Manfaat (Tahun)

Persentase
Renovasi/Restora
si/Overhaul dari
Nilai Perolehan
(Diluar
Penyusutan)

Perolehan
awal/Mak

Uraian )
simum

Sisa Masa
Manfaat

= >
<50 | 50% | 100

Y% s.d %
100% | °

ASET TETAP

— =
w
[\

Peralatan dan Mesin
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Masa Manfaat (Tahun)

Persentase
Renovasi/Restora
Perolehan S]l\I/? Yerha?l dari
o . awal/Mak | &t Perolehan
Kodefikasi Uraian ) (Diluar
Stmurm Penyusutan)
Sisa Masa . N
Manfaat <50 | 50% | 100
% s.d %
100%
1[13[2]01] Alat-Alat Besar Darat 10 4 8 10
1[3]2 02| Alat-Alat Besar Apung 8 3 6 8
1132 |03]|Alat-Alat Rantu 6 2 4 7
1312 ]04]|Alat Angkutan Darat Bermotor 7 2 4 7
113[2]05|Alat Angkutan Darat Tak 2 1 2 2
Bermotor
11312 ]|06]| Alat Angkut Apung Bermotor 10 4 8 10
1{3]2|07|Alat Angkut Apung Tak 3 1 2 3
Bermotor
11312 ]08]| Alat Angkut Bermotor Udara 20 8 16 20
113|209 Alat Bengkel Bermesin 10 4 8 10
1[3]2]10| Alat Bengkel Tak Bermesin S 2 4 5
1/3]|2][11]Alat Ukur S 2 4 5.
1]3]2]12] Alat Pengolahan Pertanian 4 2 3 4
1|3 (2|13 Alat Pemeliharaan 4 2 3 | 4
Tanaman/Alat Penyimpan
Pertanian
132 ]14| Alat Kantor S 2 4 S
1{3]2]15|Alet Rumah Tangga 5 2 4 5
1[3|2] 16| Peralatan Komputer 4 2 3 4
113]2]|17| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5 2 4 5
2 Pejabat
1[3{2]18]| Alat Studio ) 2 4 5
11312 ]19]| Alat Komunikasi S 2 4 5
1|3 ]2 ]|20] Peralatan Pemancar 10 4 8 10
1[3]2]21] Alat Kedokteran 5 2 4 5
113|222 Alat Kesehatan S 2 4 S5
1]3 ]2 ]|23] Unit-Unit Laboratorium 8 3 6 8
1|32 ]|24]| Alat Peraga/Pralktek Sekolah 10 4 8 10
113 |2|25| Unit Alat Laboratorium Kimia 15 6 10 15
Nuklir
113 {2 ]26/| Alat Laboratorium Fisika Nuklir 15 6 10 15
/ Elektronika
132 |27]| Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10 2 8 10
, Lingkungan
1113 ]2 |28| Radiation Aplication and Non 10 2 8 10
Destructive
Testing Laboratory (BATAM)
113 |2]29| Alat Laboratorium Lingkungar 7 2 4 7
Hidup
113 |2 |30]| Peralatan Laboratorium 15 6 10 15
Hidrodinamika
113]2|31]| Senjata Api 10 4 8 10
11312 |32] Persenjataan Non Senjata Api 3 1 2 3
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Masa Manfaat (Tahun)
Persentase
Renovasi/Restora
Perolehan si / Oyerhaul dari
A Nilai Perolehan
Kodefikasi Uraian awa 1/Mak (Diluar
stmum Penyusutan)
Sisa Masa > 2
Manfaat | 55 | 500 | 100
% s.d %
100%
Perlindungan
11313 Gedung dan Bangunan
1|3]3]|01]|Bangunan Gedung tempat kerja 20 8 16 20
113|310z | Bangunan Gedung tempat 20 8 16 20
‘ Tinggal
113 ]3 |03} Bangunan Menara 20 8 16 20
11313 |04]| Bangunan Bersejarah o0 20 40 50
1 133 |05]| Tugu Peringatan 20 8 16 20
1]13]3 06| Candi 50 20 40 50
1|33 |07| Monumen/Bangunan 50 20 40 50
Bersejarah
113 ]3[08]| Tugu Peringatan Lain 10 4 8 10
1133 |09]| TuguTitik Kontrol/Pasti 10 4 8 10
13 |3 10| Rambu-Rambu 3 1 2 3
113 |3 ]| 11| Rambu-Rambu Lalu Lintas S 2 4 )
Udara
11314 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
11314 |01]|Jalan 5 2 4 5
13402 Jembatan 40 15 30 40
1134 |03] Bangunan Air Irigasi 40 15 30 40
1|3 |4 |04| Bangunan Air Pasang Surut 40 15 30 40
113 ]4|05| Bangunan Air Rawa 40 15 30 40
1|34 |06|Bangunan Pengaman Sungai S 2 4 5
dan
_Penanggulangan Bencana Alam
1|3 |4 |07 Bangunan Pengembangan 20 8 16 20
Sumber Air dan Air Tanah
13[4 |08]|Bangunan Air Bersih/Baiku 20 8 16 20
1{3]4 09| Bangunan Air Kotor 20 8 16 20
1133|4110} Bangunan Air 20 8 16 20
1|13 |4|11]|Instalasi Air Minum/Air Bersih 20 8 16 20
113 1[4 ]| 12| Instalasi Air Kotor 20 8 16 20
1|34 | 13| Instalasi Pengolahan Sampah 10 4 8 10
113 |4 | 14| Instalasi PengolahanBahan 10 4 8 10
Bangunan
113 |4 | 15| Instalasi Pembangkit Listrik 20 8 16 20
1134 |16/ Instalasi Gardu Listrik 20 8 16 20
11314 |17 Instalasi Pertahanan 20 8 16 20
1134 ]|18] Instalasi Gas 20 8 16 20
113 1]4|19] Instalasi Pengaman 20 8 16 20
1134 ]20] Jaringan Air Minum 10 4 8 10
1|3 |4 |21|Jaringan Listrik 10 4 8 10
13[4 |22]| Jaringan Telepon 10 4 8 10
113 |4]|23|Jaringan Gas 10 4 3 10
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B Masa Manfaat (Tahun)
Persentase
Renovasi/Restora
Perolehan S]i\] / Oyerhaul dari
1lai Perolehan
Kodefikasi Uraian awgl/ Mal (Diluar
stmum Penyusutan)
Sisa Masa
i faat = >
Man <50 | 50% | 100
% s.d %
100%
1131424 10 4 8 10
1134125 10 4 8 | 10

Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya

perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi

"disajikan tersendiri pada modul implementasi SAP Berbasis

Akrual pada Pemerintah Kota Binjau.

Perhitungan penyusutan barang milik daerah dilakukan
dengan Metode Garis Lurus (Straight Line Methode) artinya nilai
penyusutan akan sama untuk setiap tahunnya sampai dengan

berakhirnya masa manfaat barang milik daerah tersebut kecuali

~ apabila terdapat kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan

yang mengakibatkan berubahnya nilai perolehan barang milik
daerah, maka nilai penyusutannya dihitung wulang pada saat
terjadinya pengeluaran setelah perolehan.

Barang milik daerah ditetapkan tidak memiliki nilai sisa,
sehingga akumulasi penyusutan maksimalnya adalah sebesar nilai
perolehan barang milik daerah tersebut.

Pengakuan penyusutan menggunakan metode penggenapan
tahunan artinya perhitungan beban penyusutan dimulai pada saat
tahun perolehan barang tersebut (sudah dianggap 1 tahun), dan
bukan pada tahun berikutnya.

Rumusan untuk menghitung beban penyusutan pertahun
adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan — Nilai Sisa

' Masa Manfaat
Oleh karena nilai sisa ditetapkan sisa ditetapkan Rp.0 maka
rumusan perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

Nilai Perolehan

Masa Manfaat

Atau dapat juga dilakukan dengan rumus:

" (Nilai Perolehan — Akum.Penyusutan) = Nilai Tercatat

Sisa Masa Manfaat

(Masa Manfaat - Umur)
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7) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset

lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak

ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
Aset Tak Berwujud

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Aset Tidak Berwujud;

Aset Lain-lain

| a) Aset Tak Berwujud

(1) Jenis Aset Tak Berwujud:
{(a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu
entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di
atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih

antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu

transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan

nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya

kepemilikan kekayaan intelektual atau atas

suatu

pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat

menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan

adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan saset

tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak

untuk memanfaatkannya.

(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas

kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat

hak dimaksuad akan dimanfaatkan oleh orang, instansi

atau perusahaan lain.

(d) Software

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak

Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian

tak terpisahkan dari hardware computer tertentu.
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Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di

komputer lain.

(e) Lisensi
Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian pemberian hak wuntuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat
jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan
yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai

aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset Tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam

jenis aset tak berwujud yang ada.

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak
Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau
pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Daleaun hal terjadi seperti ini, meaka atas
pengeluaran  yang telah  terjadi dalam  rangka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan
harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
(intangibleasset-workingprogress), dan setelah pekerjaan
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak

Berwujud yang bersangkutan.

~ b) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan
penjualan kendaraan dinas.

c) Tuntutan Perbendaharaan (TF) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut




Vahiialran Alriintanci Wnta Riniai

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugt (TGKR) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas'

kewajibannya.

e) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak

usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain cdapat berupa:
a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b. Bangun, Serah, Kzlola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatarn aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
serta merdaya gunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,

biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah -

daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah,

pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.

Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam

perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana

lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang
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dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola

sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan; Tuntutan Ganti Rugi,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau
rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum
dihapﬁskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit
pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak

lain tetapi belum ada dokumen hibah atau scrah terima atau

dokumen sejenisnya.

Pengakuan
Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andel.

b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah.
Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan

o 'yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan
dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat

dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

(a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan |

(b) Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan
dari Aset Tak  Berwujud tersebut akan  mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
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kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

. Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan olelr bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke
kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang

‘diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk

membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan

sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

" Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor

kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai

berikut:

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar
nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut
dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga
wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu
harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak
Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud
tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dirhasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali

“atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis

- lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan
pembelian terdiri dari:
(a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
(b) Setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapaf bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.




Biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah:

i. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

ii. Piaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan; dan

iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi

secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal

adalah:

i. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehar yang meliputi
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

ii. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah
diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai
bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian
hari; dan

jii. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan
software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi

adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak
berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat

disajikan sebesar nilai wajar.

(2) Penyajian dan Pengungkapan
ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset
Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan
atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut : ‘
(a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
(b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
Aset Tak Berwujud; dan
(c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada
awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan
pelepasan Aset Tak Berwujud.
b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
(I) Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
(a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan kerjasama/kemitraan.
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(b)

Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya

setelah berakhirnya jangka waktu.

(c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang

milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan  bangunan dan/atau  sarana  berikut
fasilitasnya, dan  setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan
Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh

‘pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima

imbalan uang tunali.
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana
Pemerintah Kota Binjai dan mitra kerjasama masih terikat

dengan perjarjian kerjasama/kemitraan.

Pengakuan

(a)

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/
kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama
BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan
Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan
siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang.

Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah

berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara

serah terima barang.




(e) Setelah rnasa pemanfaatan berakhir, tanah serta
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

() Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari
“Aset Lainnyva” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya
setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan
status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

(3) Pengukuran

(a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk
diusahakan dalam  perjanjian  kerjasama/ kemitraan
harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar
nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai
wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

(b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam
Kerjasama/Kemitraan  dicatat sebagai  penyertaan
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat
dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai
bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat
aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset
kemitraan (tanalhh dan atau gedung/bangunan), sesuai
perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD,
harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan
selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa
kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka
Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan
aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa
penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah
Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim
untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset
lerjasama/kemitraan:

a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama

b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan

c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/

kemitraan.
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Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya,
| | aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi
aset tetap.
c) Aset Lain-Lain
Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan.
Penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan
ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
(1) Definisi Aset Lain-lain
i Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
- sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
. : penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
@J‘ (2) Pengakuan
Pengakuan asect lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
’ penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam
i ‘ aset lain-lain.
(3) Pengukuran
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain—- lain yang
berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti
kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan
terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak
| @ ._ direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan
} ' perundang-undangan.
(4) Penyajian dan Pengungkapan
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan
diungkapkan secara memadai di dalam CalLK. Hal-hal yang
perlu diungkapkan antara lain adalah faktor- faktor yang
menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis
aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi

lainnya yang relevan.

' b. Kewajiban
Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

Pemerintah Kota Binjai
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Klasifikasi kewajiban
Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya
terdapat di PPKD.
Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
a) Utang Bunga;
b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya,
Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
b) Pendapatan Diterima Dimuka;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya.
Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:
a) Utang Dalam Negert,
b) Utang Luar Negeri; dan

c¢) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

'b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan

kesepakatan Pemerintah Kota Binjai; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai
hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum
dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government- related

events); dan




d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged

events).
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah
daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,
dan/atau pada saat kewajiban timbul
Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah
saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara
pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga

Keuangan Non Bank/ Peraerintah Pusat atau saat diterimanya uang

' kas dari hasil penjualan obligasi pemerinteh daerah.
- Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan

pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran
dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta
pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebageau bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum
dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya
waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir
periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat
reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode
akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan
didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya
telah dilanggar sehingga kewsjiban itu menjadi kewajiban jangka
pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima
dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh
pemerin:ah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

.a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihar dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat
penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait
penverahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan
pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya

klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran
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Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan

keuangan apabila:

a. barang yang dibeli sudah diterima, atau

b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesual perjanjian,atau

c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah
diselesaikan sebageimana dituangkan dalam berita acara
kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau

jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus

diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan

melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif

diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban  dicatat sebesar nilai nominal yang
mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Binjai pada saat
pertama kali transaksi berlangsung.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan
berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat

pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus

_ disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima halk: atas barang, termasuk
barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah
harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan
untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar
biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. 3unga dimaksud
dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar
negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar
harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk
bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas

barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada
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pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah
diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh

 pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai
dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar
yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam
kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus
dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk
masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada
pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus
dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas
penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
Penyajian Dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
yvang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh
temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku;

'd.  Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
jatuh tempo;

1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a) Pengurangan pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;dan
f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan

periode pelaporan.
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2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk
daftar umur utang berdasarkan kreditur.

3) Biaya pinjaman :
a) Perlakuan biays pinjaman;
b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode

yang bersangkutan.

c. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1)

w

Ekuitas

Ekuitas adalah  kekayaan = bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal
ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan
lainnya seperti xoreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset
Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara
dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi
Pendapatari, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi
Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi
Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat
reciprocalaccount untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup

antara lain Rekening Koran PPKD.

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

- Aperlu dibayar kembali oleh pemerintah.
1) Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat :

WAahiialran Alrvintanci Knta Riniai

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
b) Diterima oleh SKPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama

BUD.

Page 74




Kahiialran Alrintanci Knta Riniai

2)

Pengukuran Pendapatan-LRA

a) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

b) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal
kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan
dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat
tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c¢) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari
pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
dari pada Pemerintah Kota Binjai atau penerimaan kas tersebut
berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume

transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
Penyajian

Pendapatan-LRA  disajikan pada Laporan Realisasi
Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam
mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan
LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan
dan dinyatakan delam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK terkait
dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran,;

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
1) Pengakuan Belanja _
a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah.
b) Khusus pengeluaran melalui bendahara  pengeluaran,
pengakuan terjadi pada ssat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2) Pengukuran belanja
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan

tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan
Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaren (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonorni, yaitu:

a. Belanja Ogperasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata
uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal transaksi. '

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan
sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi
silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,

penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap

| perlu.

- AT

Transfer

1) Pengakuan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Lapbran
Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan

pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
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Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam
Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan
transfer dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya

ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
penerimaan kas selarna periode berjalan. Sedangkan pada saat
penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui
sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak

pendapatan daerah Dberdasarkan dokumen yang sah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan
Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan
pada saat terbit'nya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan
Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode
berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada
saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer
pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian
berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer
pemérintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah

lainnya/desa.

Pengukuran Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan
Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat
berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer
pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan
dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi

pemerintah daerah.
Transfer Keluar dan Behan Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,

transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang
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diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban
transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer
pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah
lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan
yang berlaku.

Penilaian
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

I, Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). '

a. Dalam hal terdapat pernotongan Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak
memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman
pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan
sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam
laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU
dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah
daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan
Operasional.
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan
bentuk htkuman yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintali  daerah  tanpa  disertai dengan kompensasi
pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai
koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan
transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya
kelebihan penyeluran Dana Transfer pada tahun anggaran
‘sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan
sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun

anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

‘a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk
pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan
transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya

dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
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b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran

transfer masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer
pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

r'a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar

pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer
pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun
anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran
transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada
Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pembiayaan

Pengertian pembiayaan baik secara basis kas dan akrual adalah sama,

yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

‘menutup defisit dan atau manfaat surplus anggaran. Pembiayaan

hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Deerah
(SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan
di SKPD.
1) Pengakuan Pembiayaan
a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umuin Daerah.

b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengukuran Pembiayaan
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).
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yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan

sebesar kas yang dikeluarkan

a) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata wuang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan
diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang
akan dikeluarkan.

b) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke
mata uang rupiah berdasarkan nilasi tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang
diniatkan akan dipungut/ ditarik kembali oleh pemerintah daerah
apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan
kembali kepada kelompok rmasyarakat lainnya sebagai dana
bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang
mengurangi rekening kas wumum daerah dalam APBD
dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang
menambah  rekening kas umum daerah dalam APBD
dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana
tersebut sejatinya merupakan pi,ﬁtang. Bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan
yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai
investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran
kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/
badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung
(tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut
disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan

dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pengungkapan pembiayaan

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam
laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis
pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

antara lain:
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(a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun
berkenaan

(b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/
pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal

pemerintah daerah.

h. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Kota Binjai yang
diakui sebagai penambah ckuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-
LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan
wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh
transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang
meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO
dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran
(exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-
exchange transactions).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat
ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti
penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.
Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat
ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah.

Menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada
pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada)
pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari
entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil
alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan
akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi
pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada
PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non
Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi
Pendapatan Asli Daerah.

2) Pengakuan Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat:

Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan

eamed.
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- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

maupun masih berupa piutang (realizable).

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
Peraturan  Perundang-Undangan. Pendapatan  tersebut
dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu PAD
Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari

Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan
Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah

diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/
Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke

Rekening Kas Umum Daerah.

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat
pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat
tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai

pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada

saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.




(2) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan
mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh
Pemerintah  Daerah. Namun  demikian, ketetapan
pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan
pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan
tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan
perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu,
pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan
dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
Wal_aupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui
pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi,

jika itu terkait dengan kurang salur.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain
meliputi  Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah,
Pemerintah  Kota Binjai Lainnya, Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok
Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang
ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan
pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan

untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain
Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara keglatan
(misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus

Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

- b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD
Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam
hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan

retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
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Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi

enam, yaitu:

(1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang
didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh
wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui
ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan
(SK) atas pendapatan terkait.

(2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak
(self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh
wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar
apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk
kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini
diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat
Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

(3) Alternatif tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang
pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam
periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui

ketika pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset

yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat
perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima
ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah
membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran
harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada
masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga

tertentu yang dapat diukur secara andal.

i. Beban
1) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi

konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau




potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain kepemerintah tanpa diikuti keluarnya
kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang
belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya
konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang
tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non

kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan

" penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a) Pengakuan Beban pada PPKD

(1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran
pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang
dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang
(principaloutstanding) termasuk beban pembayaran biaya-
biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang
diterima Pemerintah Kota Binjai seperti biaya commitment
fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan
Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga
tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan
pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo

melewati tanggal pelaporan.

(2) Beban Subsidi
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi
anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Binjai kepada
perusahaan/lernbaga tertentu agar harga jual produksi/
jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah

daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
(4) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam
bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah,

Pemerintah Kota Binjai lainnya, perusahaan daerah,

maszarakat,
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(4)

dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib

dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan
bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat
kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas

persyaratan penyaluran hibah.
Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah
Kota Binjai dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan
bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial,
mengingat kepastian beban tersebut belum dapat
ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan

penyaluran bantuan sosial.

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun
piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan
Piutang diakui saat akhir tahun.
Beban Transfer

Beban  Transfer  merupakan beban  berupa
pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan
uang dari Pemerintah Kota Binjai kepada entitas pelaporan
lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban Pemerintah Kota Binjai (jika terdapat
dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun
Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang

berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai

beban.
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b) Pengakua:i Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap
pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus
dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil,
dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Binjai
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan
melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium nonPNS,
atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan
tunjangan .

Beban pegawai yang pembayarannya melalui
mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan
SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kota
Binjai (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melaluil
mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti
pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah

disahkan penggune anggaran.
Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat
ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan
barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,
pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan
tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang
diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara
Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun
masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai,

maka dicatat sebagai pengurang beban.

2) Pengukuran Beban

a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang

digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan

tersebut diukur dengan nilai wajar.




b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan
harga sebenarnya (actualprice) yang dibayarkan ataupun yang
menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah
membentuk harga.

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang scharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian
akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang
seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan
atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:
1) Kesalahan tidak berulang; dan

2) Kesalahan berulang dan sistemik;

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali, terdiri atas:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periodé sebelumnya.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu

yvang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah

. penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga

perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib

pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa

macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Kota Binjai: -

1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tiﬁak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada‘periode—
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun

pendapatan-LO atau akun beban.
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5)

7)

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukean  dengan  pembetulan pada  akun
pendapatan lain-lain~LRA. Dalam hal ini mengakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- -
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun beban lain-lain-LO /ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabila laporan keuengan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo

Anggaran Lebih.
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9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
kewajiban bersangkutan.

10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut
diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca
terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

mengembalikan  kelebihan  pendapatan dengan  mengurangi

| pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode

yahg lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas

. tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

Selinan sesuai dengan aslinya .
KEPALA BAGIAN HUKUM WALIKOTA BIN JAI’

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
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